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DOK/PROKOPIM SAMBAS

BUKA KEGIATAN Pjs Bupati Sambas Marlyna Almuthahar membuka kegiatan Lokakarya Panen Belajar Guru Penggerak di
aula Hotel Pantura Jaya Sambas, Rabu 30 Oktober 2024. %
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W Paripurna Raperda APBD Tahun 2025

SAMBAS, TRIBUN - Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) DPRD Ka-
bupaten Sambas mengingat-
kan aspek inovasi dan solusi
peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Rabu 30
Oktober 2024.

Hal tersebut diungkapkan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan
Mardani saat menyampaikan
pandangan umum fraksi,
rapat paripurna DPRD Sam-
bas, Selasa kemarin. Marda-
ni mengatakan, faksi PDIP
memberikan perhatian serius
terhadap proses penyusunan
APBD tahun anggaran 2025.

“Fraksi PDI Perjuangan
tidak henti-hentinya me-
nyampaikan kepada peme-
rintah daerah dalam proses
penyusunan APBD Kabu-
paten Sambas, seharusnya
kita memperhatikan aspek
inovasi dan kecakapan kita
untuk menemukan solusi
yang tepat serta langkah yang
konkrit untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah,” ujar
Mardani.

Dia menjelaskan, Pemkab
harus menggali terus me-
nerus potensi kemampuan
daerah melalui lembaga
serta kekuatan yang telah
diamanatkan oleh undang-
undang serta mengevaluasi
faktor-faktor yang mempe-
ngaruhi surplus atau defisit-
nya anggaran suatu daerah.

“Di dalam menentukan
target sasaran rancangan
peraturan daerah tentang
APBD Sambas tahun ang-
garan 2025, sebagai lemba-
ga yang diberikan tugas oleh
negara dan undang-undang
kita juga harus berprinsip
profesional serta menjun-
jung tinggi integritas meng-
ingat perubahan atau pe-
nambahan struktur kabinet
pemerintah yang baru yang
berpotensi mempengaruhi
sinkronisasi kebijakan an-
tara pemerintah pusat dan

i

dimaksudkan agar
pertumbuhan

ekonomi daerah
yang inklusif dan

berkelanjutan serta
pencapaian target
pelayanan publik

yang prima

Mardani
Ketua Fraksi PDIP

daerah,” kata Mardani.

Merujuk Permendagri No-
mor 15 Tahun 2024 pasal 3,
lanjut Mardani, dapat diambil
kesimpulan alokasi anggaran
dengan kemampuan keuang-
an daerah dan alokasi belanja
daerah yang memadai harus
disesuaikan dengan kemam-
puan pendapatan daerah.

“Hal tersebut dimaksudkan
agar pertumbuhan ekonomi
daerah yang inklusif dan ber-
kelanjutan serta pencapaian
target pelayanan publik yang
prima disesuaikan dengan
pengelolaan belanja daerah
yang efektif,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, aspek
kualitas belanja daerah juga
perlu disoroti bahwa yang
harus diprioritaskan adalah
alokasi anggaran belanja po-
kok yang sesuai dengan tar-
get agar APBD 2025 dapat
benar-benar dirasakan dam-
paknya bagi masyarakat.

Hal mendasar sebagai ru-
jukan untuk perencanaan
APBD Sambas tahun 2025,
menurutnya, yang paling
penting adalah azas man-
faat agar aspek kebutuhan
masyarakat dapat tercover

bukan dengan berdasarkan
aspek keinginan atau pun
kepentingan politik.

“Hal yang bersifat sentral
terkait dengan pengelolaan
keuangan daerah, dimana
sektor-sektor yang diang-
gap mumpuni atau mampu
meningkatkan pendapatan
asli daerah harus terus kita

~ benahi melalui amanat yang

telah diberikan oleh un-
dang-undang kepada kita,”
imbuhnya. ‘
Masalah surplus dan de-
fisit anggaran daerah, im-
buh Mardani, tergantung
dari pada keseriusan dalam

mengawal kebijakan secara

berkesinambungan.

~ “Dan terpenting kita tidak
melupakan tujuan yang ter-
tuang dalam setiap formu-
lasi kebijakan yang akan
kita ambil termasuk dalam
raperda tentang APBD Sam-
bas tahun anggaran 2025
nanti,” ucapnya. (mam)
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